
LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012 NOMOR : 10

WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Bandung sebagai kota metropolitan memiliki

kompleksitas permasalahan anak, harus mengedepankan

upaya perlindungan anak yang komprehensif, sinergi, dan

terpadu lintas/antar sektor melalui perwujudan Bandung

sebagai Kota Layak Anak;

b. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan

Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan

martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan

generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga

perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas

luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang secara wajar;

c. bahwa dalam perkembanganya masih banyak anak

yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk

tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan

penelantaran di Daerah sehingga diperlukan upaya

strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak;

d. bahwa …
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d. bahwa  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan

Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah

Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan

Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16

dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan …
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun

2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

24);

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah

Daerah.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.

6. Hak …
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6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang

wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.

7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi,

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

8. Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah

dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang

terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau

ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga

sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai

dengan derajat ketiga.

10. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk

perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.

11. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan

terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan

psikologis.

12. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan

melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan

kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau

membahayakan keselamatan anak dengan tujuan

membuat orang lain dapat memperoleh manfaat

ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila

di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan

kesempatan anak memperoleh haknya.

13. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan

terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam

situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk

terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan

perkembangan anak.

14. Penelantaran …
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14. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian

pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan,

dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau

menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk

membiarkan anak dalam situasi bahaya.

15. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan

dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat

dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah

terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan

penelantaran terhadap anak.

16. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak

dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau

beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan,

perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

17. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi,

penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak

yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah,

eksploitasi, dan atau penelantaran.

18. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh

orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua,

terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau

orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga

seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau

nama lain sejenisnya.

19. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan,

pengelolaan, dan pemanfaatan data anak  yang

diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

20. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya

disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif

di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan ,

program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

21. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah

kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak

anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya

pemerintah,masyarakat dan dunia usaha yang terencana

secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam

kebijakan,program dan kegiatan untuk menjamin

pemenuhan hak anak.

BAB …


